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ABSTRAK

EKEL MICHELINO HENGA, NIM H1115084 Judul “Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Gorontalo”, Dibimbing Oleh Bapak Kingdom Makkalawuzar selaku Pembimbing 1 dan Bapak Jupri selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui peran jaksa dalam  penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo. (2) Mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo. Berperannya Lembaga Kejaksaan di Kabupaten Gorontalo dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindak pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas.  (2) Hambatan yang ditemukan jaksa adalah  dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis merekomendasikan : (1) Agar peran Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, perlu meningkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, melakukan penyidikan dengan baik dan benar guna mendapatkan buti yang kuat agar dapat dilimpahkan ke pengadilan, serta menuntut terdakwa dengan ancaman pidana yang setinggi-tingginya. (2) Agar Jaksa memberikan jaminan perlindungan terhadap orang yang mengetahui tentang terjadinya praktek tindak pidana korupsi,  proses penyidikan dilakukan secara cepat, serta melakukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum terkait, dan perseorangan.

Kata Kunci : Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Kejaksaan





ABSTRACT

EKEL MICHELINO HENGA, NIM H1115084 Title "The Role of Prosecutors' Investigations in Handling Corruption Cases in Gorontalo District", Supervised by Dr. Kingdom Makkalawuzer, S.H.I., M.H. and Jupri, SH., MH.
This study aims to: (1) To find out the role of prosecutors in handling corruption in Gorontalo District. (2) To find out the obstacles of the prosecutor in handling criminal acts of corruption in Gorontalo Regency.
This study uses Empirical legal research methods with a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior.
The results of this study indicate that: The Attorney General's Office plays a role in handling corruption in the District of Gorontalo. The role of the Prosecutors' Office in Gorontalo Regency is proven by the data obtained, that is, every time there is a criminal act of corruption, it is always investigated thoroughly. As for the process of handling criminal acts of corruption, prosecutors as investigators and as public prosecutors. The obstacle found by the prosecutor is that in the case of corruption there is someone who knows there has been a criminal act of corruption, but does not report for fear of superiors, is prohibited by fellow corruptors, because they do not want to, witnesses and defendants often move around, difficulty in investigating where a suspect's property is found.


Keywords: Corruption Crime Handling, Prosecutors' Investigation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.[footnoteRef:1] [1:  Wijayanto, Oky Riza. 2007. Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi] 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.[footnoteRef:2] [2:  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditulis oleh Super User. Diposting di Jejak Dilihat: 21555] 

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara[footnoteRef:3]. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan foreign bribery, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang.(internet, 2006). Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelasjelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. [3:  https://www.academia.edu/36459882/Makalah_pendidikan_karakter_dan_anti_korupsi] 

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi.[footnoteRef:4] [4:  Dr. H. Prayitno Imam Santosa, SH.,MH.- Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi] 

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang.[footnoteRef:5] Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.[footnoteRef:6] [5:  Trimedya Panjaitan, – Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia]  [6:  Yuspar. – Penegakan Hukum Responsif - Terebosan Kejaksaan Menyelesaikan Tunggakan Perkara Korupsi Untuk Kepastian Hukum] 

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa, yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan)  memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh Jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, pertama, karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan. Dalam arti, mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Kedua, dalam tahap penyelidikan, penyelidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau kewenangan-kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang. Sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya “terancam” dirugikan dengan dilakukannya kegiatan penyelidikan.[footnoteRef:7] Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. [7:  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan/] 

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan PerundangUndangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.[footnoteRef:8] [8:  Nilai dan Prinsip Anti Korupsi Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito] 

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.[footnoteRef:9] [9:  Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi Oleh : Marcella Elwina S.] 

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.[footnoteRef:10] Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa di Kabupaten Gorontalo sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kabupaten Gorontalo tidak terjadi. [10:  Wiyono, 2005, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Piadana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.] 

Polemik tindak pidana korupsi hari ini yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sangatlah menarik, salah satu yang telah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo adalah Kasus lama yang kemudian digulir kembali. Mantan Kepala Seksi (Kasi) Tata Ruang Dinas PU-PR Kabupaten Gorontalo (Kabgor) berinisial JF, ditahan sejak 16 Oktober 2019. JF diduga terlibat korupsi pembangunan gedung DPRD Kabgor senilai Rp 1,4 miliar. “Hasil pemeriksaan berkas perkara JF terbukti melakukan korupsi proyek gedung DPRD. Penyidik pun langsung menahan tersangka, dimana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo ada kejanggalan pada pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung DPRD tersebut. Di mana di tahun 2008, proyek senilai Rp 1.783.999.800,- itu dimenangkan oleh PT Sinar Kota. Namun YS mengaku tak pernah mendaftar pada lelang proyek pekerjaan lanjutan gedung DPRD tersebut. Padahal berdasarkan surat perjanjian Nomor: 640.3/600/46 tanggal 18 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.783.999.800,- terdapat tanda tangan YS bersama KPA dan JF yang bertindak sebagai PPK. Namun pada kenyataannya YS mengakui tidak permah mengajukan pendaftaran lelang menandatangani surat perjanjian kontrak, dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung DPRD sejak 2008 lalu.
Terkait kasus itu juga, pihaknya memutuskan menahan tersangka JF selama 20 hari ke depan. “Tersangka JF mulai disidangkan dan dilakukan penahanan di Rutan Gorontalo selama 20 hari ke depan. Berkasnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Gorontalo untuk disidangkan, karena dalam hal ini Pencegahan diutamakan, namun penindakan tetap digalakkan.
Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan fihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.
Maka dengan ini penulis menulis usulan penelitian dengan judul “Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gorontalo”.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gorontalo ?
2. Bagaimana Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gorontalo ?
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo .




Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Usulan penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.
2. Manfaat Praktis
Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. 
2. 
2.1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut.[footnoteRef:11] Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu[footnoteRef:12]. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah : [11:  Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Oleh : Gandjar Laksmana B.]  [12:  Chazawi. Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Rajagrafinda Persada. Jakarta] 

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.[footnoteRef:13] [13:  Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta] 

Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
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Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Merupakan pengertian merujuk pada dua keadaan yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.
2.1. 
2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.[footnoteRef:14] Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan : [14:  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 103)] 

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain”
Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah :
“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika”.[footnoteRef:15] [15:  Chazawi. Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Rajagrafinda Persada. Jakarta
] 

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari “Corruption” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. 12 Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.
Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.[footnoteRef:16] Sehingga unsurunsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah : [16:  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.] 

1) Secara melawan hokum
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.[footnoteRef:17] [17:  Arya Maheka, 2004, Mengenali dan Memberantas Korupsi, KPK.RI] 

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat.
Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan 13 sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.
Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara[footnoteRef:18], atau yang mempunyai ciri-ciri : [18:  Alatas, 1987, Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi, Jakarta: LPIS] 

1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.
2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu
3) Berlindung di balik pembenaran hukum.
4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
5) Mengkhianati kepercayaan
Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :
a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentinganya sendiri terlindungi.
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. Peraturan Tindak Pidana Korupsi dalam Lintasan Sejarah
Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para pengeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar.[footnoteRef:19] [19:  Akhir Lubis, Khairul, Pengaruh Pelatihan dan Motivasi kerja. Medan, (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan) Medan: Unsu Press, 2008.] 

Korupsi yang kini merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang.
Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor 16 PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut.[footnoteRef:20] [20:  Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika] 

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :
a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961 17
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.
Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan PerundangUndangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[footnoteRef:21] Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. [21:  Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System. New York: Russell Sage. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Welfare State”, dalam Gunther Teubner (Ed), Dilemas of Law in the Welfare State.New York: Walter de Gruyter.] 

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.
Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.
Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.[footnoteRef:22] Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.[footnoteRef:23] [22:  Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia]  [23:  Evi Hartanti,2005, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta.] 

1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.[footnoteRef:24] [24:  Gunawan, Ilham, 1994. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan. Stabilitas Politik. Jakarta : Sinar Grafika.] 

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.[footnoteRef:25] Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiabn tertentu. Hak-hak dan kewajibankewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut : [25:  Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif. Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.] 

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan[footnoteRef:26] [26:  Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.] 

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan”role performance”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.
Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya.
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.[footnoteRef:27] [27:  Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif. Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.] 

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.
Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.
Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang (Sutarto, 2004:86).
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan
Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.[footnoteRef:28] Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu: [28:  Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa”, (KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004), hlm. 3] 

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”
Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa dikatakan tugas Kejaksaan didalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain.
Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan.
Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Kejaksaan sendiri sebagai lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya yang sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan “mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?”
Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, di dalam tulisan ini akan membahas bagaimana kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berfungsi dalam melakukan penegakan hukum bisa bekerja secara merdeka, profesional dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengingat fungsi Jaksa yang bekerja atas nama rakyat dalam melakukan fungsinya sebagai Penuntut Umum.
Lawrence Friedman mengatakan, bahwa penegakan hukum yang baik itu paling tidak dimulai dari subtansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ditinjau dari segi strukturnya yang demikian itulah, penegakan hukum yang bersifat substansial lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bagaimana masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Namun ironisnya, proses penegakan hukum tersebut ternyata tidak bisa steril dari sub-sub sistem kemasyarakatan yang lainnya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya.
Sebagai contoh misalnya, pemilihan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyandang dominus litis[footnoteRef:29] yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif (dominasi) Presiden. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan hal itu tentu akan sangat sulit untuk mewujudkan lembaga kejaksaan yang bersifat merdeka dan memiliki kemandirian. Alhasil kejaksaan sebagai lembaga yudikatif[footnoteRef:30] yang semestinya lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, justru malah berada diranah eksekutif. Bahkan, kerapkali dominasi kekuasaan eksekutif mengintervensi lembaga yudikatif. [29:  Asas dominus litis merupakan asas yang menentukan bahwa Kejaksaan adalah merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai (diserahi) kewenangan (di bidang) penuntutan. (Lihat dalam Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi Khusus Tahun I, Juli, 2014, hlm. 12.).]  [30:  Pemaknaan lembaga Kejaksaan di bidang yudikatif  adalah merupakan interpretasi langsung dari Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”] 

“Sejarah mencatat diantaranya, Presiden Sekarno memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro hanya sempat menjabat selama 3 (tiga) bulan karena berkehendak mengusut mantan Presiden Soeharto”.
Hal demikian tentu sangat menganggu proses penegakan hukum. Lembaga eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan apakah lembaga tersebut masuk ke dalam ranah eksekutif atau yudikatif, bahkan tidak jarang pula jika kemudian dikatakan bahwa hukum tidak akan mampu (lagi) berlaku adil. Sebagaimana pendapat Montesquieu bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua diantara tiga), dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat perlengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain, yang satu independen terhadap yang lain.[footnoteRef:31] [31:  Montesqueiu, The Spirit of the Laws, edisi Inggris, 1949, hlm. 150.] 

Lebih jauh dikatakan, bahwa posisi dalam arti kedudukan serta fungsi Kejaksaan ini sangat rentan oleh sistem ketatanegaraan atau corak pemerintahan yang dianut. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kejaksaan semata-mata merupakan alat kekuasaan atau perpanjangan tangan penguasa pada saat itu. Begitu juga pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, Kejaksaan seharusnya merupakan sarana untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi malah terkesan sebaliknya, khususnya dalam penanganan perkara subversi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tertentu.[footnoteRef:32] [32:  Janedjri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakanhukum, diakses pada tanggal 26 Februari 2016.] 

Fungsi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara senyatanya lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. Mastin Bastiang mengatakan;[footnoteRef:33] [33:  Ibid.] 

“Bahwa sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penuntutan. Sepanjang kedudukan Kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, maka sorotan tajam dan tudingan miring terhadap penanganan suatu perkara selamanya akan tetap dinilai bernuansa politis. Hal ini akan memungkinkan pula munculnya intervensi dari pihak-pihak lain terhadap kebijakan penuntutan.”
Gambaran seperti itu setidaknya telah menunjukkan betapa kekuasaan yudikatif itu ternyata tidak bisa sepenuhnya bebas dan steril dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif memegang peranan yang sangat penting bahkan dominan terhadap kekuasaan yudikatif yang seharusnya bersifat merdeka, independen dan bebas dari pihak manapun. Demikian seharusnya kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum (law enforcement) sangat memerlukan kemandirian dan independensi. Apalagi dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak.[footnoteRef:34] [34:  Interpretasi serta pemaknaan terhadap Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai ‘lembaga pemerintahan’] 

Ambiguitas kedudukan lembaga kejaksaan yang berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah di ranah kekuasaan eksekutif inilah yang sejatinya menimbulkan permasalahan. Dilihat dari sisi kedudukannya sebagai lembaga negara, kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Jika kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini dapat terjadi kontradiksi dalam pengaturannya (dual obligation).[footnoteRef:35] [35:  Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya... op.cit., hlm. 125.] 

Terlebih konstitusi negara tidak secara jelas dan tegas mengatur posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi kejaksaan hanya disepakati sebagai interpretasi langsung dari ketentuan pada Bab XI UUD Republik Indonesia tahun 1945 (Kekuasaan Kehakiman), Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”.[footnoteRef:36] Bahkan status quo ini seakan dilanggengkan oleh negara. Dari empat kali dilakukannya amandemen terhadap konstitusi, kedudukan kejaksaan sama sekali tidak diakomodir untuk kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi. Padahal peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan upaya mewujudkan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan merupakan sesuatu yang krusial. Karena itu, keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk sebagai organ negara utama (auxilary organ). Bahkan lembaga kejaksaan ini sejatinya telah dikenal sebelum Republik ini berdiri dan diproklamirkan oleh Soekarno. Karenanya ketidakpastian konstitusional dan keambiguan pengaturan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang akhirnya mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan kejaksaan, yaitu badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman atau justru kekuasaan pemerintahan yang berada sebagai subordinat dari kekuasaan Presiden. [36:  Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.] 
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2.8.1. Jaksa
menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 Angka 1. Disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2.8.2. Penuntut Umum
Pada Pasal  1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. 
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan juga, bahwa Jaksa menyangkut jabatannya sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi dari lembaga kejaksaan.[footnoteRef:37] [37:  Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Halaman 20] 
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2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.8.1. 
2.8.2. 
2.8.3. Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2.8.4. Penal dan Non Penal
Penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.
Artinya dimana peranan seorang jaksa sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari aturan dan penerapannya.
2.8.5. Faktor Masyarakat
Dalam hal ini masyarakat bisa menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi. seperti yang dilihat pada saat ini, masyarakat malah lebih banyak menutupi tidak pidana korupsi. akibat dari hal ini, tindakan korupsi semakin meraja rela. masyarakat juga kurang memahami bahwa sebenarnya korban dari tindakan korupsi adalah diri mereka sendiri. bahkan mereka sendiri tanpa disadari telah melakukan tindak pidana korupsi dari hal kecil sampai hal yang besar. mereka berfikir hal kecil tidak berdampak apapun. mereka juga sering beranggapan bahwa korupsi tidak bisa dicegah padahal jika mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka yang harus berperan aktif dalam mencegah tindak korupsi. maka dari itu kesadaran masyarakat adalah faktor penting dalam pemberantasan korupsi.
Pendapatan/gaji masyarakat dalam aspek ekonomi dapat mendorong terjadinya tindak pidana korups karena kebutuhan yang mendesak. keterdesakan itu dapan menimbulkan tindak korupsi demi keberlangsungan hidup dan kebutuhan individu.
2.8.6. Fakor Kebijakan
Dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan adalah sesuatu hal yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan Korupsi di Indonesia, dan sudah menjadi rahasia publik bahwa adanya kelemahan kebijakan baik dari segi Peraturan Perundang-undangan maupun Kebijakan Pemerintah terhadap Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi sangatlah jauh berbeda dengan pelanggar Pidana lainnya. Bahkan perbedaan sangatlah jelas dilihat dan ketahui oleh semua pihak.
Maka dari itu sebuah pelemahan kebijakan, dan adanya kebijakan yang tajam kebawah dan tumpul keatas sangatlah berpengaruh bagi Tindak Pidana itu sendiri. Dan sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai Masyarakat Indonesia untuk bisa sama-sama membenahi sistem hukum kita untuk agar kebijakan tidak lagi menjadi penghambat bagi Hukum dan Undang-undang sebagai pilar tertinggi di Negara Indonesia yang kita cintai.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.
1. 
2. 
3. 
3.1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan :
1. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research, yaitu dimana sasaran studinya adalah hukum sebagai variebel akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah teknis yang mengikuti pola penilaian ilmu hukum.
Segi yuridis dalam penelitian ini adalah mengacu pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan dari segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia digunakan oleh para Jaksa dalam praktek atau pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Objek Penelitian
Penetapan objek penelitian ini sangat penting sekali, karena dengan adanya objek maka seseorang peneliti dapat membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan objek yang jelas dan mantap, maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.
Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
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3.4. Jenis dan Sumber Data
Dalam penyusunan usulan penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu menggunakan data berupa buku, media Internet dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti serta pengumpulan data dan wawancara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yang mencakup pada seputaran Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi serta wewenang Kejaksaan dalam penyelesaiannya.
Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :
1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Jaksa yang menjadi fokus penelitian, berkaitan dengan peranannya dalam tindak pidana korupsi.
2. Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.
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3.5. Populasi dan Sampel
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3.5.1. Populasi
Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan populasi yang diambil oleh peneliti adalah suatu objek yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa di Unit PIDSUS yang bekerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
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3.5.2. Sample
Dalam menentukan sample yang akan di gunakan adalah teknik purposive sampling, dimna jumlah objek yang akan di teliti telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu 3 sampel yang terdiri dari Jaksa Unit Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Jaksa yang memeriksa kasus tindak pidana korupsi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini dan Jaksa lain yang bekerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Pembanding dalam Penelitian ini.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari :
1. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
2. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-fakor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mancatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: ketrampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Di dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu :
a. Rencana pelaksanaan wawancara
b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.
Yang menjadi respondem dalam penelitian ini adalah : Jaksa yang memiliki jabatan selaku Ketua Seksi Tindak Pidana Khusus di wilayah Kabupaten Gorontalo
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3.7. Teknik Analisis Data
Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami.
Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai peranan lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.









BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo adalah Kejaksaan di Pusat Kabupaten Gorontalo dengan wilayah tugas meliputi Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya. Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ini berada di Jl. Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat
Telp : (0435) 880308.
Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik indonesia Nomor : KEP-225/A/JA/05/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
a. Kepala Kejaksaan Negeri
b. Sub Bagian Pembinaan, yang terdiri dari :
1) Urusan Kepegawaian
2) Urusan Keuangan.
3) Urusan Perlengkapan
4) Urusan Tata usaha Negara dan Perpustakaan
c. Seksi Intelejen, yang terdiri dari :
1) Sub Seksi Sosial dan Politik
2) Sub Seksi Ekonomi dan Moneter
3) Sub seksi Produksi dan Sarana Intelejen
4) Seksi Tindak Pidana Umum, yang terdiri dari :
a) Sub Seksi Eksekusi
b) Sub Seksi Eksaminasi
d. Seksi Tindak Pidana Khusus
1) Sub Seksi Penyidikan
2) Sub Seksi Penuntutan
e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
f. Pemeriksa
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Peran Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Gorontalo
Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.[footnoteRef:38] Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan  sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. [38:  Lilik Mulyadi., Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007.] 

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana,[footnoteRef:39] disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. [39:  Marpaung, Leden, 2008, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika] 

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo saat ini menunjukan peningkatan yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Ketua Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan keterangannya selama tahun 2018 sampai akhir 2019, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Dengan tabel berikut :


	Tahun
	Nama
	Diselesaikan

	
	
	Bebas
	Pasal Dakwaan / Terbukti
	Denda
	Vonis

	2018
2018
2019
2019
	Abd. Latif Rivai
Ucon Kasim
Iyan Ayuba
Zainudin Hano
	-
-
-
-
	Subsidair Pasal 3
Subsidair Pasal 3
Primair Pasal 2
Kedua Primair
	50 Juta
50 Juta
200 Juta
50 Juta
	2,6 Thn
1,6 Thn
4,6 Thn
1 Thn



Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah tindak pidana korupsi di wilayah Kebupaten Gorontalo dari tahun 2018 sampai 2019. Maka dari tabel tersebut tindak pidana korupsi meningkat walaupun tidak terlalu banyak. Meskipun perbuatan tindak pidana korupsi tidak terlalu banyak, namun tindak pidana tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Jaksa berperan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Khususnya wilayah Kabupaten Gorontalo. Secara terperinci tugas-tugas Jaksa dapat dilihat dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamya terdapat unsur-unsur tindak pidana.[footnoteRef:40] Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa  peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan. [40:  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka/] 

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar.[footnoteRef:41] Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan. [41:  Sumber: Suara Pembaruan] 



1. Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan
Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut[footnoteRef:42] : [42:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004] 

a. Di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
1) Melakukan penuntutan.
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. 
b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarkan kegiatan :
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3) Pengawasan peredaran barang cetakan
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi. Sarana yang digunakan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah :
a. Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi.
b. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan   instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
c. Pemerintah berusaha menaikan gaji pegawai sehingga kehidupan para pegawai bertambah makmur. Dengan bertambah makmurnya pegawai diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
d. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari praktek penanganan tindak pidana korupsi, asal pertama terjadinya tindak pidana korupsi  adalah dari kelemahan manajemen.
e. Menggiatkan pelaksanaan pengawas melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setempat.
f. Memperbaiki moral. Baik moral pegawai, moral penegak hukum dan moral masyarakat atau rakyat. Sebab bila moral seseorang itu baik maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan tindak pidana korupsi.
g. Kejaksaan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek yang diperkirakan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
h. Melalui mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia selama orde baru, tampaknya tidak diperhatikan selain daripada itu, leluhur-leluhur Bangsa Indonesia telah menurunkan pepatah, pantun. Pantun yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun jiwa berbudi generasi penerus, namun semuanya cenderung seolah-olah diabaikan.
i. Melalui Perilaku Masyarakat. Perilaku masyarakat dalam upaya mencegah korupsi sangat besar, khususnya masyarakat yang termasuk golongan bisnis dengan perhitungan dan kalkulasi yang sehat, mereka dalam mengurus masalah besar selalu mempertimbangkan rugi atau laba. Bagi golongan bisnis tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran bahan perbuatan untuk melakukan pembayaran di luar ketentuan, merupakan perbuatan tercela yang merusak jalannya pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melapor sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena secara tidak langsung dapat membantu rakyat kecil. Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan melaporkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sulit mengharapakan perilaku masyarakat yang membantu untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarkat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.
j. Melalui sistem kerja. Mengamati sistem pengawasan yang dijalankan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat, seolah-olah tidak memadai.
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B. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 yang merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kejaksaan. Maka berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Non Departemen atau Kejaksaan Republik Indonesia.[footnoteRef:43] [43:  Prakoso, 1994:284] 

Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
Kasus yang berhasil diungkap oleh kejaksaan pada tahun 2019 adalah tindak pidana korupsi yang berhubungan pada penyelewengan anggaran pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo di Desa Pone, Limboto Barat. Dalam uraian data yang ditemukan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo bahwa kasus ini adalah merupakan kasus yang sudah lama pada tahun 2008 dan di gulir kembali setelah tahun 2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sudah menetapkan satu tersangka dari dugaan korupsi tersebut. Tersangka yang telah ditetapkan merupakan mantan kepala seksi tata ruang PU-PR Kabupaten Gorontalo yang berinisial JF. Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidsus Negeri Kabupaten Gorontalo, Ninin Armianti Natsir, SH. mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada beberapa bukti yang sudah dikantongi kejaksaan. Diantaranya dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo itu.
Kasus dugaan korupsi kantor DPRD Kabupaten diperkiran merugikan uang negara sebesar Rp 1,4 miliar. Tersangka JF sendiri selama 20 hari kedepan akan menjalani proses penahanan dan pemeriksaan. Tersangka sendiri sudah ditahan sejak 16 Oktober 2019.
Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sementara melengkapi dokumen dan administrasi untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Sementara untuk keterlibatan oknum yang lain nanti Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo akan melihat fakta persidangan dan penyidikan lebih lanjut.
Informasi yang berhasil dihimpun, JF yang merupakan kepala seksi (Kasi) Tata Ruang Dinas PU, saat itu bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk proyek lanjutan pembangunan gedung DPRD senilai Rp 1,7 miliar. Diduga dalam proyek lanjutan pembangunan yang hingga kini tak tuntas itu, merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar.
Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidsus Negeri Kabupaten Gorontalo, Ninin Armianti Natsir, SH. mengatakan,  pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menganggarkan Rp 2 Miliar dari APBD untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD. Anggaran itu kemudian dilelang, dan PT Sinar Kota Indah dengan direktur YS, yang memenangkan lelang proyek itu.
Setelah proses lelang tuntas, perjanjian kontrak dengan nomor 640.4/600/46 tanggal 18 April 2008  ditandatangani antara YS sebagai Direktur dan JF sebagai PPK, nilai kontrak yang disepakati adalah Rp. 1.788.999.800. “Namun pada kenyataannya direktur peerusahaan YS mengakui tidak pernah mengajukan pendaftaran lelang maupun penawaran, tidak pernah menandatangani surat kontrak perjanjian dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung DPRD tahun 2008.”
Berdasarkan temuan itu, pihaknya melakukan penyelidikan. Kejaksaan menduga, JF melanggar primair pasar 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi jo pasal 5 5 ayat (1) ke -1 KUHP.
Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara dari penyidik, diperoleh bukti yang cukup untuk menjerat JF, sebegai pelaku rasuah.  Kejari kemudian melakukan penahanan. “Dengan begitu proses  penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Jaksa penyidik Kejati Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten  Gorontalo dan terhadap tersangka JF dilakukan penahanan di Rutan Gorontalo selama 20 hari kedepan.”
Seperti diketahui mega proyek gedung DPRD Limboto memang menyedot perhatian, proyek dengan banderol miliaran rupiah itu  hingga kini tidak digunakan, lantaran tidak selesai dibangun. Selain gedung kantor, pemerintah daerah juga membangun perumahan elit untuk para wakil rakyat. Perumahan untuk anggota DPRD telah selesai dibangun, namun lagi-lagi tak digunakan para anggota DPRD. Tak heran, kejaksaan mencium aroma korupsi di balik mega proyek itu.
Pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan mengalami beberapa hambatan, baik yang datangnya dari internal kejaksaan maupun dari eksternal kejaksaan itu sendiri. Korupsi sudah sebagai bahagian kejahatan terstruktural yang sangat utuh, dan kuat serta permanen sifatnya. Korupsi sudah menjadi bahagian dari sistem yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal bagi aparat kejaksaan, dalam pemberantasan hambatan-hambatan eksternal dan internal, harus dilakukan institusi kejaksaan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses pemberantasan korupsi.
Pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan, semua kenyataan menunjukkan bahwa seberapapun usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, jumlah tindak pidana korupsi terus saja meningkat, praktek penanggulangan korupsi tidaklah sesederhana yang dikatakan karena perkembangan korupsi diberbagai Negara bervariasi sesuai dengan nilai politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan system-sistem hukum yang dianut masing-masing Negara.
Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa dimulai dengan pelaksanaan Penyidikan, selanjutnya Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan, persoalan mendasar dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana Jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain baik secara perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Akibat hukum yang timbul akibat rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi telah menimbulkan tanggapan miring dan kekurang percayaan atas indenpendensi Kejaksaan khususnya terhadap pihak Jaksa penyidik yang menangani perkara. Hambatan yang dihadapi penyidik Kejaksaan adalah hambatan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat tinggal menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan hambatan internal yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia aparat termasuk dalam hal ini jumlah personel Jaksa yang memiliki kemampuan dalam penanganan kasus korupsi, lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan parasarana, koordinasi dengan lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi.
Disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dan penuntut umm secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Disarankan kepada Jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Kejaksaan RI tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas tindak pidana korupsi dan HAM serta bertindak selaku koodinator penyidik. Selain itu, guna menerobos prosedur khusus yang selama ini dipandang menghambat proses penyidikan, selain meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.
Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus menjadi penyidik adalah sebagai berikut :
1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini  dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
4) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
5) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
6) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.





BAB V
PENUTUP

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Kesimpulan
1. Umum
Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.
2. Khusus
a. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Lembaga kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik.
Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  khususnya dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d.
b. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
1) Penyelidikan
Bunyi dari Pasal 30 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”
Pengertian “penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
2) Penyidikan
Pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
3) Penuntutan
Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan“
c. Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
1) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini  dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
2) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
3) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
4) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
5) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. Saran
Mengingat bahwa masalah korupsi sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :
1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait.
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
3. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Sebaiknya jaksa selalu mensurvei pada tiap-tiap pegawai kantor/instansi untuk menanyakan apakah terjadi korupsi di kantor tersebut. Kemudian jaksa merahasiakan pelapor demi kepentingan hukum.
5. Jaksa dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya jaksa dalam melakukan penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.
6. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat dengan perseorangan.
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